PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG

DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan
dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, pemerintah
daerah dapat membentuk dana cadangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.

Menimbang : 1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota Kota Kecil di Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah 2



21.

22.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok—
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

bt

10.
11.

12.

Daerah adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.

Walikota adalah Walikota Pasuruan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1
Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan kecuali ditetapkan lain
dalam perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya balk yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kebutuhan
yang memerlukan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibebankan
dalam satu tahun anggaran.

Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik
dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai
tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan
dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik
dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Penerimaan APBN
dan APBD Propinsi yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar Daerah untuk membantu membiayai
kebutuhan tertentu.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan uang dana
cadangan yang akan dipergunakan yang ditentukan Walikota untuk
menampung seluruh penerimaan dana cadangan pada bank yang
ditetapkan..

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank
yang ditetapkan.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Pasuruan.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

e ao TR

prinsip dana cadangan;

tujuan dana cadangan;

besaran dana cadangan;

sumber dana cadangan dan rincian pembentukannya;

tahapan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan;
pengelolaan dana cadangan; dan

ketentuan penutup.

Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah 4



BAB III
PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 3

(1) Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan
setelah jumlah dana cadangan yang disisihkan tercukupi.

(2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB IV
TUJUAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Tujuan penetapan dana cadangan adalah untuk membiayai program
pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan pembebasan tanah jalan lingkar
utara Kota Pasuruan.

BAB V
BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 5

(1) Besaran dana cadangan untuk program kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000.000,00,- (enam puluh
milyar rupiah).

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan
kegiatan tersebut.

BAB VI
SUMBER DANA CADANGAN DAN RINCIAN PEMBENTUKANNYA

Pasal 6

(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber
dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari DAK, pinjaman
daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyisihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam setiap tahun anggaran yang dimulai sejak Tahun
Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, dengan rincian
sebagai berikut :

a.  tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah);

b. tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas
milyar rupiah);

c.  tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 17.500.000.000,00 (tujuh belas
milyar lima ratus juta rupiah); dan

d. tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 17.500.000.000,00 (tujuh belas
milyar lima ratus juta rupiah).
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BAB VII
.TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 7

Pelaskanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ditetapkan pada tahun 2014.

Penggunaan Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ditetapkan untuk pemberian ganti rugi kepada yang melepaskan atau
menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan
dengan tanah yang terkena pembangunan jalan lingkar utara Kota
Pasuruan.

Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII
PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dicantumkan dalam APBD pada sisi
Anggaran Pembiayaan.

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibukukan dalam
rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Kota Pasuruan
yang dikelola oleh BUD terpisah dari rekening kas umum daerah.

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya,
dana cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portafolio dalam bentuk
deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

Penempatan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditempatkan pada Bank Umum Pemerintah yang sehat serta ditunjuk oleh
walikota.

Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menambah dana cadangan dan dicantumkan dalam daftar dana
cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mekanisme penggunaan dana cadangan dalam program/kegiatan dilakukan
dengan memindahbukukan rekening dana cadangan ke rekening kas umum
daerah.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling tinggi
sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan
surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan pertanggungjawaban APBD.
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.Pasal 9

(1) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai,
maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan,
dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah sebagai penerimaan
pembiayaan dana cadangan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh
kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

(2) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana
cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan
program/kegiatan lainnya.

Pasal 10

Pengeluaran dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan
pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 11

Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
tidak dilaksanakan atau dibiayai dari dana di luar dana cadangan dan telah
selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan
yang ada, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah sebagai penerimaan
pembiayaan dana cadangan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa
BUD, setelah disetujui oleh DPRD atas usul Walikota melalui PPKD.

Pasal 12

Saldo akhir dana cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat sebagai
saldo awal pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 30 September 2011

WALIKOTA PASURUAN
Ttd,

HASANI
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Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal ;30 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN
Ttd,
Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.

Pembina Utama Muda
NIP: 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011, NOMOR 34

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MIMIN D. JUSUF, Bc.HK
Pembina
NIP. 19570324 198503 2 002
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka membiayai program dan kegiatan Daerah yang kebutuhan dananya tidak
dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka perlu dibentuk Dana Cadangan yang
ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah, sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum dalam Pasal 122 ayat
(1) dan (2) yang menyebutkan bahwa : “(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana
cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam
satu tahun anggaran ; (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah “.

Pembentukan Dana Cadangan ini adalah agar tersedia dana yang cukup untuk membiayai
Program pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan pembebasan tanah jalan lingkar utara Kota
Pasuruan.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien,

efektif, akuntable dan transparan, perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur
tentang Pembentukan Dana Cadangan bagi program/kegiatan dimaksud..

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Pembukuan rekening pembiayaan Dana Cadangan

harus dapat memperlihatkan saldo awal, transaksi
penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun

anggaran.
ayat (3) sampai dengan : Cukup jelas.
ayat (8) :

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 25
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